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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013  

TENTANG 
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA 

BARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak Konsumen atas 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, 
digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen, dan 
memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha, 
perlu mengatur kembali kewajiban pencantuman label 
dalam Bahasa Indonesia pada barang sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban 
Pencantuman Label Pada Barang sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
22/M-DAG/PER/5/2010; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman 
Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934 
(Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 
1938 Nomor 86);  
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5035);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
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Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 
Nomor 59/P Tahun 2011; 

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-
DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang 
Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-
DAG/PER/7/2007; 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin 
Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011; 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan/atau Jasa; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-
DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan 
Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik 
Melalui Inatrade Dalam Kerangka Indonesia National 
Single Window; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah 
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dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012; 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-
DAG/PER/8/2010 tentang Unit Pelayanan 
Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-
DAG/PER/3/2012; 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan 
Terbungkus; 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-
DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penerbitan Perizinan Kepada Koordinator dan 
Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA 
INDONESIA PADA BARANG. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk 

gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat 
informasi tentang barang dan keterangan Pelaku Usaha serta 
informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun 
tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen. 

3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. 
4. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 

darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat tertentu di 
Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya 
berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
kepabeanan. 

5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
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bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 
dalam berbagai bidang ekonomi. 

6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.  

7. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli 
untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk. 

8. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau 
membungkus Barang, baik yang bersentuhan langsung dengan 
Barang maupun tidak. 

9. Barang Curah adalah Barang dalam bentuk cair atau padat yang akan 
diperdagangkan dengan cara menimbang volume atau berat Barang 
dihadapan Konsumen. 

10. Bahan Baku adalah Barang dan/atau bahan yang akan diolah 
menjadi Barang hasil produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih 
tinggi. 

11. Bahan Penolong adalah Barang dan/atau bahan selain Bahan Baku 
yang digunakan dalam kegiatan pengolahan atau kegiatan 
penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi. 

12. Barang Kiriman adalah Barang Impor yang dikirim oleh pengirim 
tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri. 

13. Barang Re-Impor adalah Barang yang dikirim ke luar negeri yang akan 
dimasukan kembali ke Daerah Pabean. 

14. Barang Impor Sementara adalah Barang Impor yang pemasukannya 
menggunakan mekanisme Impor Sementara. 

15. Barang Contoh adalah semua Barang yang diimpor secara khusus 
sebagai contoh bagi pembuatan hasil produksi dengan tujuan untuk 
diekspor atau untuk tujuan pemasaran dalam negeri. 

16. Barang Pindahan adalah Barang keperluan rumah tangga milik orang 
yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke 
dalam negeri. 

17. Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia yang 
selanjutnya disingkat SKPLBI adalah surat yang menerangkan bahwa 
contoh Label yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah memenuhi 
ketentuan. 

18. Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa 
Indonesia yang selanjutnya disingkat SPKPLBI adalah surat yang 
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